: tugas ' tugaszkepollsxan 1alah untuk
(1) menaptakan mekamsme cbec,é

and balance dalam penegakan hukum
dan pengelolaan keamanan

ketcxtlban masyarakat antaxa
pemenntah dengan masyarakat, D1
sini aspek pcntmg yang ingin
dicapai ialah, institusi negara yang
‘ betanggungjawab terhadap ma-
salah’ kea_manan selalu dikontrol
oleh rakyat yang telah memberikan
madat kepada mexeka melalui
mekanisme yang dlsepakau (2)
pelaksanaan fungm kepohsmn yang
sehaﬂ—han bisa dilakukan tanpa
menunggu kepumsan pohnk halini
menuntut perlunya lembaga
pendampmg yang bisa meng-
arahkan kebijakannya; dan (3)
instrumen k_epo.lisian bukan
merupakan mstitusi yang memiliki
akuntabﬂ_i_tas politik, melainkan

. 1nst1tu51 dengan tangguﬂg}awab:._
. operasmnal Imlah hakekat fungsi

kepohsmn yang merupakan bag1 0
dati pemetintahan sehati-hari; yang
kini seting’ chsebut sebagm pohsi
sipil. " .

Sejalan dengan perkéfhbaﬁgéﬁ
otonotni daetah, hubungan pusat
dengan daerah yang sekarang
memberikan kekuasaan besar
kepada :daerah termasuk untuk
menjaga keamanan (pasal 13 dan
14, Undang-Undang No. 32 Tahun
2004), persoalannya adalah
bagaimana menempatkan lembaga
kepolisian dalam penyelenggaraan
keamanan dapat secara seimbang
mendukung kepentingan pusat
maupun daerah. Sedangkan dalam
kenyataan polisi dalam menjalan-
kan tugas pokok cenderung masih
memihak kepada pemerintah
pusat. Di sisi lain tingkat keper-
cayaan masyarakat terhadap
kepolisian juga masih rendah

! Penulis adalah Dosen Pefguruan Tinggi Timu Kepolisian




' terutama dalam hal investigasi-
. (obyekmf transparan) atas dasar -

_iaporan dari warga masyarakat

o Pada hal dengan keluarnya UU No -

2 tahun 2002 tentang Kepohsxan
| -Negara Republik Indonesia,
:l‘ewenangan yang. diberikan
- berdasarkan pasal 15 hmgga 18

AR ;_ite esan sangfit luas. Karenaitubila
e ndak dmnbangi oleh kontrol publiks

yang | Lmt Lemungkman terjadinya
penvalahcrunaaﬂ kekuasaan (@buse of
powr) sangat besar .

Berdasarkan Lonchs; tersebut
bj_iiah satu produk reformasi yang
sangat penting-adalah dibentuknya
lembaga “pengawas” tugas- tugas
kepolisian, agarpelaksanaannya

benar-benarsesuai dengan tatanan -

kéhﬁdﬁpan negata yang demolkratis.
Namun; dengan keluarnya UU No.
2 Tahun 2002 tentang Kepohskn
Republik Indonesia yang muncul
adalah lembaga "‘pénasehat'
(adyzmg body) bagi Presiden yang
tugasnya menetapkan arah ke-
bijakan l«.epohsxan dan mem-
benkan pertlmbangan dalam
mengangkat dan membethentikan
Kapolri. Dengan kewenangan
meﬁgumpulkan dan menganalisis

data tentang anggaran, sumbet

. dz'iy'é:"rn'anﬁsia sarana dan prasarana
Polsi, memberikan saran kepada
Presiden serta menerima saran dan '

“keluhan” _masyarakat men enal--
y g

kinerja kepolisian. Selain itn

masuknya unsur-unsur pemerintah -
dan Polri dalam Kompolnas justru -
akan menghambat 1dependens1'_" |
lembaga tersebut dalam mencer-
mati” tugas tugas kepohsmn
Demikian puia dengan keuadaan: )
landasan bag1 pembentukan komisi
ini di tmgkat daerah akan
mengaklbatkan komisi tersebut
ttdak mampu mengawa51 kmer)a'
poh51 secara Iuas

Pengawasan eksternal (exz‘ema/
aver.rzg/yr) tethadap tugas-tugas
kepohsmn itu petlu mengingat
kewenangan memaksa (deskresi)
melekat pada sifat pekerjaan polisi,

Di sampmg itu untuk @ (1)
mencegah kembaimya sifat
militeristik pada polisi; (2)

mencegah polisi tidak dipolitisasi
atau agar polisi lebih manditi dan
independen; dan (3) lebih menye-
Ia}:as_kan tugas polisi dengan
harapan masyarakat. Upaya
tersebut guna menjamin tet-
wujudnya pelaksanaan rugas-tugas
kepolisian beﬂangsung tertib,
efektif dan efisien.




i wewenang '__untuk é-'mf:w :--.'5

8 .':3__-.d1$ampalkaﬁ ke atasannya atau'ke
-'.':_pengadﬂan umun- dalam haI N

:_.'.I_pelanggaran et1ka atau pldaﬁa

. Selain ity kormsz kepohsmn juga

3--berwenang merancang formulasz
rekrutmen dan’ pelatihan pohq
' :khususnya untuk: memngkatkan
mdependen51 dalam menjatankan
tugas........ R o

Oleh karena it sesuai’ dengan
kondisi Indonesia, pengawas
eksternal hendaknya memenuhi
prinsip-prinsip, pertama, mengikuti
ka'xakt_eﬂ'stik ‘sosial budiya dan
ukuran geografis. Kepolisian
Indonesia temiliki yurisdiksi yang
tersebar di wilayah negara yang
sangat luas. 'I(ompolnaé' mampu
melakukan pengawasah terhadap
kepolisian-kepolisian lokal yang
ada diseluruh wilayah Indonesia.
Kedua, memahami karaketeristik
masyatakat Indonesm yang ber31fat

heterogen. "Dalam’ hal

u sesungguhnya_'

- _. : ;k‘m pertaﬁggung awabad pohs{ _
'”.:.idaetah L _

baga mana'penyelesaian kasus "jdaerah '

ZE'Loglkanya pohsl daemh 'be
;'tanagungj awab kepada Demermtah
‘daerah karena ia mengembaﬂ tugas:

:keamanan di daerah tersebut

Sayang pnn31p~prm31p 1tu udak' :
diterapkan dalam pembentukan
Kompc)lnas Perpres No. 17 Tahun_ _
2005 beium memenuh1 syarat
obyektif antala lain dapat chhhat
dagi: (1) peﬂgorganisasmn
Kompolnas dilakukan secata
tetpusat Hal ini te:camtum pada
pasal 3) chmana Kompolnas dalam
melaksanakan tugasnya dibanm
oleh sekretariat sebagai suatu umt
ke:qa yang berada di Mabes Polrl
dan pe]abatnya dmngkat oleh
Kapolri. Dihadapkan pada pasal
10, ketentuan tersebut meh}adi
menyimpang karena ke&venangﬁﬁ
mengangkat dan memberhentlkan
anggota Kompolnas adalah
Presiden; (2) syarat men;ad;

anggota Kompolnas juga masih




: "._kabur telutama kntena akademﬂ{

o tentang smpa yang layak dlsebut
- sebagai pa‘mar kepohsmn dan tokoh
S '.masyaxakat yang. menaruh
" pethatian, terhadap Polei; (3) tata-
"'_cax 'rekrutmen calon anggota

_sudah apukauf dan jangan, sampai
memmbulkan tafsir yang bet-
macam~macam, {4) rumusan
pentng kewenangan dan meka-
nisme ker}a Kompolnas mdak ;clas
_Apakah Kompolnas daiam
menmdaklan}un laporan warga
masyarakat dapat memanggﬂ
plmpmzm Lesaruan dad anggota
yang dﬂaporkan untuk koordinasi
dalam rangka penyeiesamnnya
ataukah hanya melaporkan kepﬂda
Presiden sa)a dan (5) pemblayaan
I\.ompolnas juga harus ttansparan
dan akuntabel. Hal ini tidak
dl; elaskan dalam Perpres tersebut

Adanya Kompolnas itu dibarap-
kan akan terwujud transparansi dan
akuntabilitas polisi. Transparansi
dalam arti kemampuan publik
dapat ikut serta memantau proses
pengambilan kebijakan negara
tethadap kepolisian, juga mem-

. _Kompolﬂ_as ndak dirmm -secara
L p:"da hal sebagai sebuah: :
e .Peiatumn_ Pres1den seharunya

berikan pertimbangan bagi.-"
'-pengembangan kemampuan
smanusia dan:sarana prasamnaf
polisi. Demikian pula ttansparansi :
Zdalam bentuk kemampuan pubilk :
__memaﬂmu kinerja polisi. Sementara __
Jituy-akuntabilitas dalam atd. ke-—‘l_f.
‘mampuan publik miata pertang—'- s
gungjawaban petugas . yang_-f
melakukan pelanggaran kode etik
atau kelalaian pada saat men) alan'—:

kan tugas. Dengan terwujudrija
tranparansi dan akuntabilitas polisi
tersebut diharapkan perkembangan
kinerja Pold dapat terarah sesuai
dengan masyarakat demokrasi.

Menindaklanjuti amanat dari

.UU No. Z Tahun 2002 tentang

Kepohsian Negara Republik
Indonesia dengan keluarnya
Peraturan Presiden No. 17 bulan
Pebruari 2005 tampak hal itu belum
menjawab tantangan normatif

tentang fungsi Kompolnas sesuai

harapan masyarakat. Rumusan

Kompolnas dalam Perpres No. 17
Tahun 2005 yang diharapkan dapat
memodifikasi tugas dan wewe-
nangnya yang diatur dalam pasal 37
dan pasal 38 UU No. 2/2002 agar
menyangkut kewewenang : (1)
investigasi terhadap kebenaran




1 Alatematxf I

.daSI kepada Preszden“ tentang
proses. penyelesaiannya (apakah
E meialui dewan kode etik kepohsmn

';_:atau peradﬂan umum) ternyata_._-

= 'gmengulang st UU No 2 Tahun
"2002 sa;a - R =

Mehhat kelemahan Kompolnas L
Iyang telah. dlrumuskan dalam .' kan kond1s1 yang tengah bez-
'Perp::es No. 17 Tahun 2005 sangat '
_mungkm dalam opcr.aszonalnya __
kurang efc_kn_f_ untuk _me_mb_az_zgun

kepolisian yang memiliki profe- -

sionalitas yang benar. Di sisi lain
pembentukan lembaga itu justru
‘hanya akan membuang-buang biaya
atau suatu pernbanguﬁan lembaga
yang lost of good services. . -

'Iaporan masyarakat __atas pf:iaﬁgw

3Ka.rena 1tu melalm penuk:ran ini

Menunda.
pembmb.lkan Komisx Kepohsm

- Nasional. .

2. Alternatxf II Memperbaiki

frumusan Peraturan Presxden'_'
No 17 Tahun 2005, '

3 Aitemanf ]II Mengamandemen_{-}
UU No 2. Tahun 2002. '

langsung di lingkungan Poin

--seharusnya hal it cukup merang-

sang sense of: urgency. Tanggungjawab
moral dalam situasi demikmn
adalah membangkltkan kesadaran
internal akan perlunya kontrol atas
bukan
menjauhkan hal itu hanya untuk

lembaga kepolisian,

melanggengkan kekuasaan.

ook ok o






